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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Pasal
1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-3." Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak atas kekuatan belaka
(machtstaat). Ini berarti Indonesia adalah negara hukum yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia
dan menjamin semua warga negaranya sama kedudukannya dimata hukum.

Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu
masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum
adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan
sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena
fungsinya untuk melayani masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu dibuatlah peraturan
yang mengatur tentang penerapan hukum pidana di Indonesia yang dituangkan
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP dijelaskan
mengenai apa saja jenis tindak pidana, siapa pelaku pidana dan hukuman terhadap

suatu tindak pidana.

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 & Perubahan I-1V, (t.tp: Palito Media),
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Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan
hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si
pembuat.’

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum,
diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa:* Hukum pidana memuat
aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang
memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Kejahatan adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar atau
bertentangan dengan aturan hukum. Kejahatan tersebut menimbulkan kerugian
bagi si penderita dan juga merugikan masyarakat. Kejahatan bisa dilakukan secara
sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini KUHP juga
menjelaskan mengenai membantu (medeplichtigheid) dalam suatu tindak pidana.
Mengenai membantu (medeplichtigheid) diatur didalam tiga pasal, yaitu Pasal 56,
57 dan 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur subjektif dan unsur
objektif, Pasal 57 memuat tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi
pembantu, sedangkan Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban
pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal pelanggaran. Membantu
melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 56 KUHP menjelaskan membantu

yang dapat dihukum, yaitu:®

* M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015), 60.

* Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban
Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-
Indonesia, t.t), 2.
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Nasional, t.t), 71.



Sebagai pembantu melakuan kejahatan dipidana:

Ke-l.orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu

dilakukan;

Ke-2.orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau

keterangaan untuk melakukan kejahatan itu.

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan
syariat yang dikategorikan dalam istilah jarimah atau jinayah. Pakar figih telah
mendefinisikan jarimah dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila
dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman had atau takzir. Adapun istilah
jinayah kebanyakan para fugaha memaknai kata tersebut hanya untuk perbuatan
yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, memukul,
menggugurkan kandungan, dan sebagainya.®

Dalam hukum pidana Islam pertalian jarimah dengan berbuat langsung dan
tidak langsung, turut berbuat jarimah tidak langsung dengan cara tidak melakukan
sesuatu, dan tanggungjawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan di
luar kesepakatan yang semula. Dalam hubungannya dengan turut berbuat jarimah,
para fugaha mengenal dua macam turut berbuat jarimah langsung, yaitu: al-
tawafuq dan al-tamalu’. Al-tawafuq adalah beberapa orang yang melakukan suatu
kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kejahatan itu
terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang secara tiba-tiba.
Sedangkan al-tamalu’ adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang
secara bersama dan terencana.

Mengenai hukumannya sebagian ulama tidak membedakan antara al-

tawafugq dengan al-famalu’, oleh karena itu, baik dalam al-tawafug maupun al-

® Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 2.



tamalu’, pelakunya hanya bertanggungjawab atas perbuatannya masing-masing.
Para ulama yang berpendapat demikian adalah Ibn ‘Abid al-Din dan al-Sraziy.
Sedangkan menurut para ulama dikalangan mazhab Maliki, Syafi’i, dan Ahmad,
hukuman orang yang turut berbuat jarimah tidak langsung adalah sepertiga orang
yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Orang yang menyuruh
itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Karena orang yang disuruh itu
hanyalah alat yang digerakkan oleh si penyuruh.”

Salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam menetapkan bahwa
pertanggungjawaban pidana bersifat personal. Artinya seseorang tidak
bertanggungjawab kecuali terhadap tindak pidana yang diperbuatnya sendiri,
seseorang tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, bagaimanapun
dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara keduanya. Al-Qur’an
telah menetapkan perinsip yang adil ini pada banyak ayatnya. Diantaranya adalah
firman Alloh SWT,

el ol IR iy
“...Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab....”

(QS. Al-An’am [6]: 164)®

)
...... 2
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“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain....” (QS. Fatir

[35]: 18).°

’ Ahmad Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 17.

® Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: PT. Bina
Iimu, t.t), 150.

® Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ..., 436.



Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi di Blitar pada hari Kamis 18
September 2014 sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa Rengga Kinentaka
bin Supriyanto sedang tidur tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara gadu diluar
rumah, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju arah kerumunan massa lalu
terdakwa mendapatkan info dari salah satu warga yang menyampaikan kepada
terdakwa bahwa ada rampok yang lari kearah musholah Desa Minggirsari, setelah
terdakwa berada dilokasi terdakwa dihampiri oleh saksi Suco bin Semo (Alm)
dan saksi Suco bin Semo (Alm) juga melakukan pelemparan dengan
menggunakan batu bata kearah tubuh korban Danang Adi Wibowo sebanyak 2
(dua) kali mengenai bagian tubuh korban. kemudian dari massa yang ada ditempat
tersebut juga melakukan pelemparan terhadap korban Danang Adi Wibowo,
terdakwa dihampiri oleh saksi Suco bin Semo (Alm) dan mengatakan kepada diri
terdakwa “kono golek o silihan bedel.” (sana cari pinjaman senapan), lalu
terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil sepeda motor.

Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG
6417 | untuk mencari pinjaman senapan angin kerumah temen-temennya namun
saat itu belum mendapatkan akhirnya terdakwa menuju ke rumah saksi Mohamad
Fitroh bin Mukani untuk meminjam senapan angin. Lalu terdakwa bersama
dengan saksi Mmohamad Fitroh bin Mukani berangkat berboncengan dengan
menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di mushola tersebut kemudian saksi
Suco bin Semo (Alm) meminta senapan angin yang dibawa oleh saksi Mohamad
Fitroh bin Mukani namun oleh saksi Mohamad Fitroh bin Mukani tidak

diperbolehkan kemudian saksi Mohamad Fitroh bin Mukani langsung memompa



senapan anginnya dan menembakkan senapan angin tersebut kepada korban
Danang Adi Wibowo mengenai bagian dada hingga korban roboh setelah
Mohamad Fitroh bin Mukani menembakkan senapan anginnya tersebut lalu
terdakwa pulang ke rumah untuk mengembalikan sepeda motornya.

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, penulis tertarik
untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai judul Skripsi dengan judul
“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 91/Pid. B/2016/PN. Blt
Tentang Tindak Pidana Membantu Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan
Kematian”. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Blitar sangatlah berat dan tidak sesuai dengan apa yang telah
diperbuat oleh terdakwa. Karena perbuatan ini hanya membantu secara tidak
langsung tanpa ada campur tangan terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban.
Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar bisa mempertimbangkan
hukuman sepertiga yang dijatuhkan kepada terdakwa, atau memberikan hukuman
yang setimpal atas apa yang sudah diperbuat terdakwa selama membantu

melakukan dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas menunjukkan
bahwa terhadap beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang
berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 91/Pid.
B/2016/PN. BIlt tentang Tindak Pidana Membantu Melakukan Kekerasan yang

Mengakibatkan Kematian.



Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membantu
melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Deskripsi  kasus tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang
mengakibatkan kematian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam
hukum Islam.

Sanksi pidana terhadap membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan
kematian dalam hukum positif.

Pertimbangan putusan hakim dalam putusan No. 91/Pid. B/2016/PN. Blt
tentang tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan
kematian.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana membantu melakukan
kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam putusan No. 91/Pid.
B/2016/PN. Blt.

Melihat luasnya pembahasan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak

pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian di

lembaga pemasyarakatan Blitar No. 91/Pid. B/2016/PN. Blt. Maka permasalahan

ini dibatasi dengan:

1.

Pertimbangan putusan hakim dalam putusan No. 91/Pid. B/2016/PN. Blt
tentang tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan

kematian.



2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana membantu melakukan
kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam putusan No. 91/Pid.

B/2016/PN. Blt.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian di atas, maka penulis
hendak mengkaji rumusan masalah dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai
berikut:

1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam putusan No. 91/Pid.
B/2016/PN. Blt tentang tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang
mengakibatkan kematian?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam
putusan No. 91/Pid. B/2016/PN. BIt tentang tindak pidana membantu

melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau
duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.’
Penulisan skripsi tentang penetapan hukuman dalam tindak pidana

membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian untuk saat ini

'® Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis
Penulisan Skripsi, (Surabaya: t.p.,2016), 8.



belum ada yang membahas, tetapi ada sedikit kemiripan judul yang membahas

antara lain oleh:

1.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap
Eksekusi Putusan Kasus Pembunuhan dan Pengeroyokan di Sidoarjo (Studi
Eksekusi Putusan No. 1169/Pid. B/2008/PN. Sda)”, yang ditulis oleh
Bambang Utomo pada tahun 2010.** Perbedaan antara penelitian ini dengan
penelitian Bambang Utomo adalah penelitian ini diputus di Pengadilan yang
berbeda. Penelitian Bambang Utomo diputus di Pengadilan Negeri Sidoarjo,
sedangkan penelitian ini diputus di Pengadilan Negeri Blitar. Dari segi
persoalan berbeda, penelitian Bambang Utomo lebih condong dalam
membahas pada kasus pembunuhan dan pengeroyokan, dalam hukum Islam
penelitian Bambang Utomo membahas tentang pembelaan terpaksa yang
melampaui batas menurut figh jinayah dan KUHP sedangkan penelitian ini
lebih kepada dalam tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang
mengakibatkan kematian, dalam hukum Islam penelitian ini membahas
tentang pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Pidana
Kekerasan Kolektif yang Menyebabkan Luka Berat” yang ditulis oleh Adi
Supriatna pada tahun 2009.'2 Perbedaan antara penelitian ini dengan
penelitian Adi Supriatna jelas berbeda, penelitian ini menggunakan studi

putusan No. 91/Pid. B/2016/PN. Blt sedangkan penelitian Adi Supriatna tidak

* Bambang Utomo, Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Ekskusi Putusan Kasus
Pembunuhan dan Pengeroyokaan di Sidoarjo (Studi eksekusi Putusan No. 1169/Pid. B/2008/PN.
Sda), (Skripsi- -IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

2 Adi Supriatna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Pidana Kekerasan Kolektif yang
Menyebabkan Luka Berat, (Skrpsi- -UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009).
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menggunakan studi putusan. Dari segi persoalan penelitian ini lebih
membahas kasus tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang
mengakibatkan kematian sedangkan penelitian Adi Supriatna lebih dalam
kasus turut serta tindak pidana kekerasan kolektif yang menyebabkan luka
berat. Dalam hukum Islamnya penelitian ini membahas mengenai
pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam sedangkan penelitian Adi
Supriatna membahas mengenai sanksi tindak pidana kekerasan secara kolektif
yang mengakibatkan luka berat menurut Imam Abu Hanafi, Imam Malik,
Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta
Dalam Tindak Pidana Pmbunuhan Berencana dan Pencurian Dengan
Kekerasan (Studi Putusan No. 213/Pid. B/2013/PN. Bkl)” yang ditulis oleh
Lindawati Eka Sahputri pada tahun 2016. Perbedaan antara penelitian ini
dengan penelitian Lindawati Eka Sahputri adalah penelitian ini diputus di
Pengadilan yang berbeda penelitian Lindawati Eka Sahputri diputus di
Pengadilan Bangkalan, sedangkan penelitian ini diputus di Pengadilan Negeri
Blitar. Penelitian Lindawati Eka Sahputri lebih mengarah kepada pelaku dan
hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku turut serta tidak langsung dalam
mlakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan
kekerasan yang dikenai dengan pasal 340 KUHP Jo 55 ayat 1 ke-1 dan pasal
365 ayat 2 Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sedangkan penelitian ini lebih mengarah

kepada pelaku tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang

Y Lindawati Eka Sahputri, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta dalam Tindak
Pidana Pmbunuhan Berencana dan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 213/Pid.
B/2013/PN. BKI), (Skripsi- -UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
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mengakibatkan kematian yang dikenai pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP Jo pasal
56 ayat 1 KUHP. Dalam hukum Islamnya penelitian Lindawati Eka Sahputri
menggunakan teori hukuman jarimah takzir sedangkan penelitian ini

menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pernyataan-
pernyataan di atas tadi adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam putusan No. 91/Pid.
B/2016/PN. Blt tentang tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang
mengakibatkan kematian.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan
hakim dalam putusan No. 91/Pid. B/2016/PN. BIt tentang tindak pidana

membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

F. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sekurang-kurangnya untuk:
1. Aspek Keilmuwan (Teoritis)
a. Sebagai upaya menambah dan memperkaya khazanah keilmuan,
khususnya dibidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah
tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan

kematian.
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b. Hasil studi ini juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya.
2. Aspek Terapan (Praktis)

a. Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi
masyarakat tentang penetapan hukuman dalam membamtu melakukan
kekerasan yang mengakibatkan kematian.

b. Sebagai salah satu pedoman bagi lembaga terkait, baik bagi penegak

hukum maupun instansi yang bersangkutan.

G. Definisi Operasional
Untuk mempermudah pembahasan ini akan dijelaskan berbagai istilah
sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam adalah terjemahan dari kata figh jinayah, yaitu segala
ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang
dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban),
sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-
Quran dan hadis.** Dalam kasus ini pertanggungjawaban dalam hukum Islam
hanya membedakan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukalaf.
Hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya
dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig. Hukum Islam tidak
menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang

kesadarannya.

' Zainuddin, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
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2. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan. Maksudnya
adalah proses dan penentuan hukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Blitar. Dalam penetapan tersebut terdakwa telah terbukti
membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

3. Hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia
dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagian
rahmatan lil’alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.
Di dalam putusan hakim memberikan hukuman selama 2 (dua) tahun 8
(delapan) bulan.

4. Membantu Melakukan dalam bahasa Belanda berarti Medeplichtige yang
artinya orang memberi bantuan dalam perbuatan (jahat), perbuatan dalam
kejahatan, hal ini diatur di dalam pasal 56 KUHP.!®> Dalam kasus ini yang
membantu melakukan adalah Rengga Kinentaka bin Supriyanto, dia disuruh
oleh saksi yang bernama Suco bin Semo (Alm) untuk mencari pinjaman
senapan angin.

5. Kekerasan dalam KUHP yaitu membuat orang pingsan dan tidak berdaya lagi
sedangkan kekerasan dalam kasus ini mengakibatkan kematian yang
dilakukan oleh saksi Muhamad Fitroh bin Mukani.

6. Putusan ialah hasil yang diambil dari suatu pemeriksaan didasarkan pada
pertimbangan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta atas

keyakinan hakim, diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, untuk

' Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1992), 269.
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umum.'® Maksudnya adalah pernyataan hakim Pengadilan Negeri Blitar

dalam memutus perkara yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan

di dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari persidangan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu. Peneliti sendiri berarti sarana-sarana yang
dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan
ilmu pengetahuan.’” Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian
merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk
menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah
sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk
menjawab isu hukum (Law Issued) yang dihadapi, pada akhirnya dapat ditarik
kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut
sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.
1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini

dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian
kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang
menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakekatnya

merupakan hasil oleh budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis guna

'¢ Zaunul Bahry, Kamus Hukum, (Bandung: Angkasa. 1996), 137.
'” Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2007), 3.
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menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau
sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan
penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang
terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang
maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.*®
Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelaah
gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan yang
mengikat objek ilmu. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang
menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut.
2. Sumber Data
a.  Sumber primer
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada
pengumpul data,”® yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya mengenai masalah-masalah dalam pokok bahasan. Dalam
penelitian ini melalui salinan putusan Pengadilan Negeri Blitar No.
91/Pid. B/2016/PN. BIt tentang tindak pidana membantu melakukan
kekerasan yang mengakibatkan kematian.
b. Sumber sekunder
Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumentasi yang

tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan

'® Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.
' Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.
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mengenai sumber hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus,

ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.?’ Diantaranya:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam
Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Zainuddin, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Figh Jinayah (Asas-
asas Hukum Pidana Islam), (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta:
Logung Pustaka, 2004).

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban
Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang:
Setara Press, 2015).

R. Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut
Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional).

Undang-Undang Dasar 1945.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpum dan menganalisis

dokumen-dokumen baik berupa dokumen tertulis, gambar dan

%% Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.
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elektonik.?* Untuk memperoleh data dalam penyusun skripsi ini, penulis
menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen:

Yakni dengan mempelajari isi dokumen-dokumen resmi yang berkaitan
dengan perkara No. 91/Pid. B/2016/PN. BIt tentang tindak pidana
membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Telaah Pustaka

Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku
yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat memahami,

mencermati dan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut:

a.

Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah
diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna,
keselarasan, dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder.?
Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan putusan No.
91/Pid. B/2016/PN. BIt. kejelasan makna terhadap tindak pidana
membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian

Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah
diperoleh.?® Dalam hal ini penulis memperoleh kerangka paparan yang

sudah direncanakan yang tersusun dalam bab Ill tentang tindak pidana

*! Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 221.
*> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), 50.
23 B

Ibid., 51.
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membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian putusan
No. 91/Pid. B/2016/PN. BIt.

c. Analyzing, yaitu memberikan analisis hukum pidana Islam mengenai
pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terhadap tindak pidana
membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian (Analisis
terhadap Putusan Nomor 91/Pid. B/2016/PN. Blt).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis
melalui metode deskriptif analisis, wawancara dan pola pikir deduktif untuk
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan
menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.*

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif
analisis, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran
terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian
rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan
mudah.”® Langkah yang ditempuh penulis ialah mendeskripsikan secara
sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik
sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang
konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Lapas
Blitar kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam
literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat

khusus.

** Noong Muhjair, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rako Sarasin, 1996), 104.
% Consuelo G. Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Ul Press, 1993), 71.
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Deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil dan
pendapat yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan kenyataan yang
bersifat khusus.?® Yaitu dimulai dari putusan No. 91/Pid. B/2016/PN. Blt dan
dalil-dalil yang mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam
serta beberapa pendapat dari mazhab mengenai pertanggungjawaban pidana
dalam hukum Islam. Kemudian peneliti menganalisis dari putusan, dalil-dalil

dan beberapa pendapat dari mazhab tersebut.

Sistematika Pembahasan

Bertujuan untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan
dapat dipahami permasalahan secara sistematis dan lebih terarah, maka
pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung
sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang secara sistematis.

Bab 1, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan
gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas landasan teori tentang pengertian dan dasar
pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, objek pertanggungjawaban

pidana dalam hukum Islam, faktor-faktor pertanggungjawaban pidana dalam

*® 1bid., 72.
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hukum Islam, perbuatan-perbuatan yang terkait dengan tindak pidana dan
hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam.

Bab 111, bab ini membahas tentang data-data yang diperoleh dari penelitian
meliputi deskripsi terjadinya tindak pidana membatu melakukan kekerasan yang
mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Blitar, pada putusan Pengadilan
Negeri Blitar Nomor: 91/Pid. B/2016/PN. BlIt tentang tindak pidana membantu
melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta pertimbangan majelis
hakim dalam memutuskan perkara no 91/Pid.B/2016/PN.BIt terhadap tindak
pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Bab IV, bab ini menguraikan tentang analisis hukum pidana Islam
terhadap putusan Nomor: 91/Pid. B/2016/PN. Blt tentang tindak pidana membantu
melakukan kekerasan yang mengakibatan kematian.

Bab V, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan

rangkuman yang terdapat pada bagian akhir dari penelitian skripsi ini.



